
  

SKRIPSI 

PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN  

PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN  

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR  

6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN  

PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN  

PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN 

 KAWASAN PENYANGGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

HAGANTA MICHAEL RAJA 

NIM. 1910211210103 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

BANJARMASIN,  Maret 2023



 

ii 

 

SKRIPSI 

PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN  

PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN  

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR  

6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN  

PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN  

PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN 

 KAWASAN PENYANGGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

HAGANTA MICHAEL RAJA 

NIM. 1910211210103 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

BANJARMASIN,  Maret 2023



 

iii 
 

PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK 

ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN 

PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN 

KAWASAN PENYANGGA 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

Diajukan oleh 

HAGANTA MICHAEL RAJA 

NIM. 1910211210103 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN 

TEKNOLOGI 

Banjarmasin, Maret 2023 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

viii 
 

MOTO 
“Oleh karena itu Aku berkata Kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan 

kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu.” 

(Lukas 11:9) 

PERSEMBAHAN 

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sang Juru Selamat, yang atas rahmat 

dan kasihNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan 

kepada seluruh orang yang selalu mendukung dan berada di samping saya. 

Ayah dan ibu tercinta, 

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah 

ku Hermanta Gunawan Tarigan dan ibuku Astry Lena Rosa, yang telah 

melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik saya menjadi seorang anak 

yang berguna bagi lingkungan, agama, dan negara. Kasih sayangmu yang tidak 

terhingga bagai sang surya menyinari dunia, semoga doa serta harapanmu 

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan  yang 

hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya, dan setidaknya kelulusan 

ini menjadi langkah awal bagi saya agar dapat bisa menjadi lebih mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap langkah hidup. 

Dosen Pembimbing Skripsi, 

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.  Atas bimbingan 

dan nasihat dan arahannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada bapak Deden Koswara, 

S.H., M.H.  atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang 

diberikan kepada penulis selama waktu bimbingan ini. 



 

ix 
 

RINGKASAN 

 Haganta Michael Raja. Maret 2023. PROBLEMATIKA PEMBATASAN 

PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 

TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN 

TANAH DAN PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA 

NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA Skripsi , Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing 

Ketua: Dr. H. Ichsan Anwary, SH., M.H. dan Pembimbing: Deden Koswara, S.H., 

M.H. 

 Pemindahan Ibu Kota Negara pada saat ini merupakan momentum yang 

dapat dirasakan pada saat ini, dimana sejak 17 Agustus 1945, D.K.I Jakarta menjadi 

ibu kota negara yang secara tidak langsung menjadikan Jakarta sebagai pusat 

pemerintahan, serta pusat ekonomi dan juga bisnis. Meskipun sempat mengalami 

pemindahan ibu kota pada tahun 1946 ke D.I. Yogyakarta, namun hal tersebut tidak 

berlangung lama dan kembali mengalami perpindahan ke D.K.I Jakarta. Saat ini 

pemerintah menganggap bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat dalam menjadi 

kota yang merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi dan juga bisnis. 

Hal tersebut juga merupakan pengaruh dari banyaknya penduduk Indonesia yang 

berusaha mengadu nasib ke Jakarta dikarenakan statement bahwa apapun tersedia, 

hal tersebut juga merupakan dampak dari tidak meratanya pembangunan dan 

perkembangan daerah yang ada di Indonesia, yang terjadi sejak zaman 

pemerintahan pada masa orde baru. Dampak yang terjadi ialah kepadatan penduduk 

yang sangat melonjak tidak hanya di D.K.I Jakarta, melainkan juga pada pulau 

jawa. Dan akhirnya pada 26 Agustus 2019, Presiden Indonesia ke-7 Ir. Joko 

Widodo, dengan berbagai pertimbangan, mengesahkan keputusan untuk 

memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara, dan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Pemindahan Ibu Kota tentu saja memerlukan banyak sekali ketersediaan 
ruang agar dapat menata bentuk dan susunan ibu kota, untuk itu dibuatlah ketentuan 

atau kebijakan oleh pemerintah agar dapat memperoleh lahan yang sesuai untuk 

dijadikan sebagai area ibu kota negara, mulai dari sektor perkantoran, hingga 

pemukiman pejabat-pejabat negara. Agar dapat memulai langkah pemindahan 

tersebut, pemerintah provinsi membuat kebijakan peraturan yaitu Peraturan 

Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Pengendalian Peralihan, Penggunaan 

Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan 

Penyangga, yang bertujuan untuk mengatur bahwa akan diadakannya pembatasan 

akan peralihan hak atas tanah yang ada diwilayah deliniasi Ibu Kota Negara yang 

juga diatur didalam kebijakan tersebut. Namun adanya kebijakan Peraturan 

Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan 

Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan 

Penyangga, itu memunculkan problematika didalam masyarakat, dikarenakan 



 

x 
 

masyarakat merasa bahwa pembatasan peralihan hak atas tanah yang melibatkan 

masyarakat setempat, tidak menemukan titik terang kapan akan dilakukan tindakan 

ganti rugi dari pemerintah mengenai hak atas tanah mereka. Pemerintah seakan 

mengulur waktu dan membiarkan masyarakat dengan tidak memberikan kepastian, 

terlihat dari tidak disertakannya ketentuan seberapa lama tindakan ganti rugi dari 

pemerintah terhadap masyarakat pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan 

Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga, maupun Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kebijakan tersebut hanya 

mengatur bagaimana pembatasan dan seakan-akan hanya memberikan pengawasan 

dan larangan terhadap pencegahan mafia tanah, namun tidak memberikan kepastian 

hukum terhadap masyarakat setempat.  

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

bagaimana problematika dan dampak yang disebabkan oleh pembatasan yang diatur 

didalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, 

Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan 

Kawasan Penyangga, terhadap hak atas tanah yang berada di lingkungan deliniasi 

Ibu Kota dan daerah penyangganya, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

bahan masyarakat untuk dapat lebih kritis dan berani mengenai kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah jika tidak sesuai akan bagaimana implementasinya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, 

dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku, 

karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian 

seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pokok- pokok permasalahan. 

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 

1. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, 

Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara 

Dan Kawasan Penyangga, tidak memberikan ketentuan mengenai 

bagaimana tindak lanjut kedepan bagi masyarakat yang terkena pembatasan 

peralihan hak atas tanah di wilayah yang terkena deliniasi pembangunan Ibu 

Kota Negara, sehingga menjadikan munculnya problematika dalam 

masyarakat dikarenakan, masyarakat tidak mendapatkan hak mereka untuk 

mengelola tanah mereka sendiri, tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah 

secara jelas dikarenakan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan 

Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga tersebut tidak mengatur 

apa tindak lanjut dari pemerintah, sehingga menjadikan masyarkat tidak 

mempunyai kekuatan hukum untuk meminta hak mereka kepada 

pemerintah. 

2. Menghimbau pemerintah setempat ataupun provinsi yang membuat 

kebijakan peraturan tersebut untuk segera mengadakan revisi terkait 
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Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, 

Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara 

Dan Kawasan Penyangga, dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Negara, dengan menyertakan bagaimana ketentuan tindak 

lanjut dari pemerintah mengenai pemenuhan hak tanah atas masyarakat 

yang diambil untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan Ibu Kota 

Negara, bukan hanya sekedar mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan 

pembatasan hak terhadap masyarakat saja. 
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PROBLEMATIKA PEMBATASAN PERALIHAN DAN PELEPASAN HAK 

ATAS TANAH DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN 

PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN 

KAWASAN PENYANGGA 

 

HAGANTA MICHAEL RAJA 

ABSTRAK 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting 

pengendalian dan penertiban wilayah dalam perencanaan suatu pemindahan Ibu 

Kota Negara serta apa saja problematika yang terjadi pada saat diberlakukannya 

peraturan tersebut, terutama mengenai pembatasan peralihan dan pelepasan hak 

atas tanah yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, 

sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam urusan pertanahan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif serta pendekatan 

undang-undang atau perundang-undangan (statute approach), dan juga pendekatan 

kasus (case approach) sebagai pendekatan untuk penelitian ini. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum (legal sources) sekunder yang 

berasal dari bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun 

internet yang berkaitan dengan problematika dari penelitian ini. 

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, dimana hasil penulisan ini dapat 

memberikan jawaban ataupun titik terang mengenai problematika pembatasan 

peralihan dan pelepasan hak atas tanah yang terjadi semenjak diberlakukannya 

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020. Kedua, 

hasil dari penulisan ini masyarakat yang merasa mengalami masalah terhadap 

bagaimana tindak lanjut atau pertanggung jawaban oleh pemerintah mengenai hak 

atas tanah mereka, dan ada keputusan dari pemerintah bagaimana menerapkan 

peraturan yang lebih relevan bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Problematika, Pembatasan, Peraturan Perundang-

undangan, Tanah 
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